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PERATURAN BUPATI TENTANG RINTISAN PENUNTASAN PENDIDIKAN 12 (DUA BELAS) TAHUN DI KABUPATEN
PEMALANG

ABSTRAK : - Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan yang memadahi dan memperoleh
manfaat dari pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Peraturan Pemerintah
Nomor 47 Tahun 2008 tentang wajib Belajar menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah dapat
menetapkan kebijakan untuk meningkatkan jenjang pendidikan wajib belajar sampai
pendidikan menengah.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2002;
UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 19 Tahun 2005; PP No. 47 Tahun
2008; PP No. 48 Tahun 2008; PP No. 17 Tahun 2010; Perda No. 13 Tahun 2016.

- Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Rintisan Penuntasan Pendidikan 12 (dua
belas) Tahun di Kabupaten Pemalang dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan
dalam pengaturannya. Rintisan penuntasan pendidikan 12 (dua belas) tahun dimaksudkan
untuk merintis penuntasan pendidikan 12 (dua belas) tahun bagi setiap warga masyarakat
Kabupaten Pemalang dengan tujuan meningkatkan pencapaian Indeks Pembangunan
Manusia (IPM) Kabupaten Pemalang dan mendata warga usia sekolah, mengarahkan,
membantu dan memberikan kemudahan bagi mereka untuk bisa bersekolah atau kembali
bersekolah agar mendapatkan pendidikan minimal lulus Sekolah menengah Atas (SMA) atau
sederajat. Sasarannya adalah anak yang belum mengikuti pendidikan dan/atau anak usia
sekolah yang putus sekolah baik secara umum maupun yang berkebutuhan khusus sampai
dengan jenjang sekolah menengah atau sederajat. Rintisan penuntasan pendidikan 12 (dua
belas) tahun diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, pendidikan nonformal dan
pendidikan informal. Rintisan penuntasan pendidikan 12 (dua belas) tahun diselenggarakan
oleh Pemerintah Daerah Kabupaten, Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan dan
masyarakat sesuai kewenangannya. Satuan pendidikan wajib memiliki data tentang peserta
didik yang putus sekolah, lulus sekolah, yang melanjutkan, yang tidak melanjutkan dan
melaporkan ke KWK Dindikbud, Dinas Pendidikan dan Kantor Kemenag Kabupaten setiap
bulan. Pengelolaan rintisan penuntasan Pendidikan 12 (dua belas) tahun mejadi
tanggungjwab Bupati dan secara teknis dilaksanakan oleh dinas Pendidikan dan
dikoordinasikan dengan Kantor Kementerian agama.
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